POHON KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

i

= Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntable, dan melayani (smart governance)
Indeks Reformasi Birokrasi

i

= Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit
Indeks Pemerintah Digital

= Meningkatnya digitalisasi Layanan

Persentase digitalisasi layanan

Meningkatnya kualitas

pengelolaan aplikasi
informatika

= Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika

Persentase aplikasi yang dimanfaatkan Perangkat Daerah

Meningkatnya

£ Meningkatnya implementasi persandian pada digitalisasi
EVELED

Persentase digitalisasi layanan yang menerapkan persandian

Meningkatnya kualitas pengelolaan data statistik

Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

= Meningkatnya keamanan informasi digital

i

= Tercapainya kolaborasi, Pembangunan integrasi, dan standardisasi

= Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi

Nilai keterbukaan informasi publik

Meningkatnya jangkauan publikasi informasi dan komunikasi pemerintah daerah
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dokumentasi
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